BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1249, 2015 KEMEN-LHK. Provisi. Sumber Daya Hutan.
Dana Reboisasi. Nilai Tegakan. Izin Usaha.
Penyetoran. Pemungutan. Pengenaan. Tata
Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.44 /Menlhk-Setjen/2015
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI
SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI
TEGAKAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN IURAN IZIN USAHA
PEMAMANFAATAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Kehutanan;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-
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[1/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan
dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan Dana
Reboisasi Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi
Tegakan;

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem
Penerimaan Negara Secara Elektronik dan adanya
perubahan sistem pengelolaan hutan produksi lestari
dari official assessment menjadi self assessment yang
berpengaruh pada perubahan pembayaran/penyetoran
penerimaan negara perlu mengubah Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya
Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan,
Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);

www.peraturan.go.id



2015, No.1249

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4995);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5324);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5325);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5506);

17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-
[1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan
Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.47/Menhut-1I/2009 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 217);

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-
[1/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
327);

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-
[1/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1400);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014
tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

200);

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN,
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER
DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI
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